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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan maupun hasil wawancara serta penelitian 

yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Penegakan Hukum terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin yang 

menyebabkan tercemarnya Sungai Kota Bekasi oleh PT Millenium 

Laundry menggunakan Penegakan Hukum Administratif dengan cara 

memberikan teguran tertulis lalu memberikan sanksi paksaan 

pemerintah berupa penyegalan. Hal ini merupakan langkah yang sigap 

dan tanggap dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam 

melakukan penerapan penegakan hukum. Dengan pemberian sanksi 

administratif merupakan instrumen hukum yang paling tepat dalam 

penegakan hukum lingkungan. Pasalnya pelaku usaha yang melanggar 

langsung tunduk akan hukum yang berlaku tanpa harus mencapai 

sanksi pidana lingkungan. Hal ini menjadi suatu catatan khusus 

terutama bagi para pelaku usaha untuk dapat memenuhi kewajiban-

kewajibannya sebelum melakukan suatu usaha.  

2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum 

terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin di Kota Bekasi ini adalah 

permasalah teknis yang dihadapi oleh pemilik usaha. Dimana 

pihaknya harus mengeluarkan sejumlah biaya ataupun anggaran untuk 

melakukan perizinan terkait izin IPAL yang baru, karena harus 

menggunakan rekomendasi tim teknis dari pihak Dinas Lingkungan 
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Hidup Kota Bekasi. Tidak hanya pada perizinnya saja, melainkan pada 

proses pembangunan IPAL yang baru juga membutuhkan waktu yang 

cukup lama dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Serta 

adanya sebuah kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa sehingga 

menimbulkan suatu permasalahan yang baru bagi pemilik bangunan. 

B. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dikemukakan dari hasil 

penelitian, maka Adapun beberapa saran, yaitu: 

1. Agar pencemaran terhadap sungai khususnya di Kota Bekasi dapat 

diminimalisir pelanggarannya, maka diperlukan suatu tindakan yang 

represif oleh pemerintah setempat seperti melakukan pengawasan 

terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan daerah dan pelaku 

usaha yang melalukan pelanggaran seperti belum memiliki izin. 

Maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 tentang 

Ijin Pembuangan Limbah Cair Di Kota Bekasi kiranya dapat 

dipahami terlebih dahulu, khususnya oleh pelaku usaha untuk dapat 

mengikuti prosedur-prosedur yang ada sebelum menjalankan 

usahanya. 

2. Terhadap terkendala terkait anggaran ataupun biaya yang 

dikeluarkan untuk pembangunan IPAL yang baru serta izin yang 

baru. Pemerintah dapat memberikan dispensasi waktu agar pelaku 

usaha dapat memenuhi kewajibannya dan dapat menjalankan 

sanksinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan terhadap pihak 
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penyewa untuk lebih dapat mengindahkan sesuai dengan kententuan 

yang berlaku dalam bentuk apapun itu alasannya. 
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Lampiran 

 

(Tempat IPAL yang semula berada di luar) 
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(Salah satu hasil laporan dari laboratorium) 
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(Surat-surat perizinan yang telah dilengkapi) 

 

 

 

 


